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BUPATI TANA TORAiIA
PROVINS] SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORA"IA

NOMOR : 12./t/ f* r+tt p bAY
TENTANG

PEMBEI$TUKAN TIM PET.IYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045

BUPATI TANA TORA"IA,

a. bahwa untuk lnelaksanakan ketentuan Undalg-undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang

mengamanatkan Pemerint€h Daerah untuk menyusun Rencajta

Pembangunar Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sebagai satu

kesatua! dalam system Perencanaan Pembalgunan Nasional;

b. bahwa berdasaikan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalarn
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentarg Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Ranc€ngan Peraturan Daera-h Tentang Rencana
Pembangunan Jalgka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembalgunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahal Rencana RencaJra Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencala Pemba.ngunan Jangka Menengah Daerah, dal
Rencana Ke{a Pemerinta}r Daerah, persiapan pen}usunan
RPJPD meliputi penlrusunan ftrncangan keputusal Kepala
Daerah tentang Pembentuka:r Tim Pen'.usun RpJpD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruI a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja
tentang Pembentukan Tim penlrusurr Rencana pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentalg pembentuka-n
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan peEba.ngunaD Nasiona_l (l,embaJan Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahai Lembaral Negara
Republik Indonesia Nomor 44211;

3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peratur:ar penxrdang-undangan (L€mbaran Nigara Republik
Indonesia Tahun 2O1l Nonor g2, Tambahan trcmUararr Negara /Republik lndooesia Nomor 5234) sebagaimana teUfr aiuiafr /
!:berapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun
2022 tentatg perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 12
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Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (l=mbara-n Negara Republik Indonesia Ta}turt 2022
Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

4. Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar
Daerah (I€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, teral(hir
dengan Undang-Undaag Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undartg-Undang nomor 2 Ta.llun

2022 lerfiang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tshurl 2t)23 Nornor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang Pengeloliaan

Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O 19 Nomor 42, Tanbahan Lembaral Negara Republik lndonesia
Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentarrg Rencara Pembargunal Jangka Menengai

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, R€Ilcarta Pembangunan Jangka

Menengah Daera}, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(l,embsran Negara Republik Iadonesia Tahun 2017 Nornor 86);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang

Sistem Informasi PeEbangunan Daerah (kmbaran kmbararl
Negara Republik Indonesia Talun 20 19 Nomor 70)

8. Peraturar Menteri Da.larn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentsng
Klasilikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembaagunan darr Keuangan Daerah (kmbararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 9O);

9, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja
tahun 2O11 - 2031;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016
tent€ng Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tarra Toraja NoEor 4 To}lJJm 2022 tent€ng Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2Ot6 tentang pembentukan
dal Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023
tentang Anggafafl Pendapatan dan Belalja Daerah Tahun
AI:gBaraJ] 2O24i

I
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETICA

KEEMPAT

KELIMA

12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaral PendaPetan dan Belanja Daerah Tahun

AnggaIan 2024.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penl'usun Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Tahu^ 2025-2045 dengan susunan keangSotaan

sebagaimana tercantum dalam tampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan daii Keputusan ini.
T\rgas dan tanggun$awab Tim sebagaimana dimaksud pada

dilctum KESATU adalah menyrsun Rancangan AwaI, Rarcartgan,

Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka

Parjang Daerah Kabupaten Tana ToraJa Tahur 2025-2045.
Dalam Pclaksanaan tugas, Tim tcrscbut bcrtanggun8iawab

kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
Tana Torqja.
Segala biaya yang rimbul akibat diterbitkannya Keputusan irri

dibebankan kepada APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun
Anggararr 2024 pada Badan Perencanaan Pembalgunan,
Penelitian dan pengembangar Daerah.
Keputusan Bupati ini mulai b€rlaku sejak tanggal ditetapkar.

Ditetapkan di Maks-Ie
pada tanggal l, Ynuqrl 2oLt'1 '

BUPATI TANA TORA"IA,

/,"
EOFILUS ALLORERUNG {-l\.

Tembusan :

I. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawtsi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Masing-masing yang bersaagkutan di Tempat.
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6. Kepala Dinas Perhubungan
7. Kepala Dinas Komunikasi,

Persandian
8. Kepala BidanS Infr astrukur BaPP€Utbangda

Perencana Bidsng Infrastruktur9. Fungeional
Bappelitbangda

lO.Kepala Sub Bagian

Bappelitbangda

Program dan Evaluasi

C. Kelompok Keda
Pembangunan

BidanB Pemerintaha-n dan

Manusia

1. Kepata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. KePola Dinas Ke8c}..atatl

3. Dircktur RSUD lakiPadada

4. KePata Dinas Sosial

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
eeilindungan enak, Pengendalian Penduduk &
Keluarga Berencana

6. Kepala-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

8. Kepala Bidang Sosia.l Budaya BapPelitbangda

9. Fungsional Perencana Bidang Sosial Budaya
Bappelitbangda

10. Kepala Sub Bagian Umum Bappelitbalgda

Kelompok Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah

2. lnspel(ur Daerah
3. Sekretaris DPRD
4. Kepala Badan Kesatua-n Bangsa darr Politik
5. Kepala Dinas Perpusta-kaan & Kearsipan
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia
7. Kepala Bagian Hukum Sekreatiat Daerah Tana

Torqja
8. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bappettbangda
9. F\rrgsional Perencana Bidang Bidarrg Penelitian

dan Pengembargan Bappelitbangda
10. Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kab. Tana Toraja
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Bappetitbangda

BI,PATI TANA TORAIA,

lnJormatika dan

/ 'I'I{EOFILUS ALIORERUNG (d\
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LAMPIRAN KE TANA TORA"IA

NoMOR I bzV'
TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKA TIM PENYT,SUN RENCANA

JANGKA PANJANC DAERAH TAHUN 2025-2045.

I

PEMBANGUNAN

SUSUNAN TIM PEI.IYIJSUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil BuPati Tana Toraja

Penalggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja

Ketua : Kepala Badan Perencatraan Pembangunan' Penelitian dan

Pembangunan Daerah

Wakil Ketua : KepaLa Bidang Sosial dan Budaya Bappelitbangda

II

l .

tv

V. Sekretaris

^\-- y1 Tim pembina

ProvinBi

VII. Tim Pembina
Ihbupaten

WI.TimAhli

Ix. Kelompok Kerja

Sekretaris BapPelitbangda

1. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

2. Kepala Bidalg Perencanaan, Pengendalian dan
evaluasi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Sta-f Khusus Bupati Tana Toraja

1. Dr. Agussalim, SE, M.Si
2. Syahnl, SE, M.Si
3. Tim Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

A. Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan SDA
L Kepala Dinas Pertanian Keta}lanaJl Paagan dan

Perikanan
2. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan

Perindustrian
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

kmbang
4. Kepala Dinas Pariqrisata, Kepemudaan dan

Olahraga
5. Kepala Dinas PenanaEan Modal & PISP
6. Kepala Bidang Ekonomi Bappelitbangda
7. F!,urtsiona-l Perencana Bidang Ekonomi

Bappelitbangda

B. Kelompok Kerja Bidang Fisik dan Prasarana
1. Kepa.la Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
2. Kepa.la Dinas Perumaha'l Rakyat dan Kawasar /

Permukiman l.
3. Kepala Satuan Satuan polisi pamong praja,

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Kepala Dinas Lingkungar Hidup


